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  BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran stategis dalam 

mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari 

upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu lintas 

dan angkutan jalan merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu 

lintas dan angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, 

prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengolahannya menurut 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan (Undang-undang Lalu lintas dan Angkutan jalan, 2015:4).  

Menindaklanjuti Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kota Pariaman telah membuat Peraturan 

Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan. Pada Pasal 11 Perda tersebut menjelaskan “Setiap 

jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan 

perlengkapan jalan berupa : 

a. Rambu lalu lintas 
b. Marka jalan 
c. Alat pemberi isyarat lalu lintas 
d. Alat penerangan jalan 
e. Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan 
f. Alat pengawasan dan pengaman jalan 
g. Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat 
h. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada 

di jalan dan di luar badan jalan. 

 Peraturan Daerah (Perda) merupakan peraturan perundang-

undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan 
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persetujuan kepala daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota). Pemerintah 

Daerah dalam rangka menjalankan otonomi daerah, memiliki kewenangan 

dan kemandirian dalam mengatur urusan pemerintahan daerah. Masing-

masing daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi 

kewenangan juga berhak untuk membuat kebijakan baik dalam rangka 

peningkatan pelayanan maupun dalam rangka meningkatkan peran serta 

masyarakat dalam pembangunan daerah. Salah satu unsur penting dalam 

implementasi proses tersebut adalah melalui peraturan daerah. Peraturan 

daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarakan 

pancasila. Saat ini peraturan daerah mempunyai kedudukan yang sangat 

strategis karena diberikan landasan konstitusional (Rahayu, 2018: 112). 

Adapun fungsi dari peraturan daerah yang merujuk pada UU No. 9 

Tahun 2015 jo. UU No.23 Tahun 2014 di antaranya : 

a. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan 

tugas pembentukan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan 

Undang-undang tentang pemerintah daerah. 

b. Merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi. Dalam fungsi ini, peraturan daerah tunduk pada ketentuan 

hirarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian peraturan 

daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi. 

c. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta 

penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya 

tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

berlandaskan pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

d. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah 

(Rahayu, 2018: 114). 
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Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan 

masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah dan pembentukan 

peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-

undangan pada umumnya antara lain memihak kepada kepentingan 

rakyat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan 

budaya. 

 Adapun materi-materi yang termuat di dalam Perda antara lain : 

1. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang 

berkaitan dengan organisasi pemerintah daerah. 

2. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan (Widjaja, 

2005:23). 

Perda merupakan legalitas untuk mendukung pemerintah provinsi 

sebagai daerah otonom. Untuk mendukung penegakan hukum yang 

optimal terhadap ketentuan perundang-undangan harus ada kesadaran di 

tengah masyarakat agar saling berkesinambungan, sehingga tercipta peran 

serta masyarakat untuk patuh dan tunduk pada peraturan yang berlaku.  

Dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketentraman di dalam 

masyarakat untuk patuh dan taat  terhadap peraturan lalu lintas dan 

angkutan jalan, Pemerintah sebagai pembuat peraturan atau undang-

undang juga ikut andil dalam menciptakan keteraturan di dalam 

masyarakat demi terciptanya manfaat atau kebaikan seluruh masyarakat. 

Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang berbunyi: 

  تصرف الإمام على الر عية منوط باالمصلحة
 

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada 

kemaslahatan” (A. Djazuli, 2010: 147). 

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus 

berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan 
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nafsunya atau keinginan keluarga atau kelompoknya (A. Djazuli, 2010: 

148). 

Salah satu aturan yang  terdapat dalam Undang-undang Nomor 22 

Tahun 2009 pada pasal 25 e ayat (1) adalah mengenai Alat Pengendali dan 

Pengaman Pengguna Jalan. Sebagaimana yang dikenal oleh masyarakat  

dengan istilah polisi tidur  adalah bagian jalan yang ditinggikan berupa 

tambahan aspal atau semen yang dipasang melintang di jalan untuk 

pertanda memperlambat  laju atau kecepatan 

kendaraan(Http://IstilahAlatPengendalidanPengamanPenggunaJalan.html.

2019). Dimana keberadaan polisi tidur merupakan salah satu cara untuk 

mengurangi angka kecelakaan dan membantu dalam keamanan dan 

keselamatan dalam berlalu lintas.  

Dalam pelaksanaannya di masyarakat sering di buat tidak sesuai 

dengan harapan pengguna jalan, namun kondisi tersebut disadari 

mengancam bahaya. Walaupun sudah ada pemberitahuan pada rambu 

jalan untuk memperlambat kecepatan, namun pengendara sering tidak 

mengindahkan pemberitahuan tersebut akibatnya menimbulkan 

kecelakaan. Alat pengendali dan pengaman pegguna jalan sering ditemui di 

lingkungan perumahan dan perkampungan masyarakat, dimana bentuk 

dan aturan nya tidak sesuai. 

Terkait dengan Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan  

sudah mempunyai aturan dan tata cara dalam pembuatan yang harus 

memperhatikan dan mempertimbangkan lokasi penempatannya. Dimana 

hal tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 3 

Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan. 

Bahwa pemasangan polisi tidur harus memenuhi persyaratan tertentu, 

sebagai berikut : 

 Pasal 4 

http://istilahalatpengendalidanpengamanpenggunajalan.html.2019/
http://istilahalatpengendalidanpengamanpenggunajalan.html.2019/
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(1) Alat pembatas kecepatan ditempatkan pada: 
a. Jalan di lingkungan pemukiman. 
b. Jalan lokal yang mempunyai kelas jalan III C. 
c. Pada jalan-jalan yang sedang dilakukan pekerjaan kontruksi. 

(2) Penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada 
posisi melintang tegak lurus dengan jalur lalu lintas. 

(3) Lokasi dan pengulangan penempatan alat pembatas kecepatan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), disebutkan dengan hasil 
manajemen dan rekaya lalu lintas. 

Pasal 5 
(1)Penempatan alat pembatas kecepatan pada jalur lalu lintas 

dapatdidahului dengan pemberian tanda dan pemasangan rambu-
rambu lalu lintas sebagaimana dalam lampiran I Tabel 1 No. 6b 
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 tahun 1993 tentang 
rambu-rambu lalu lintas  di jalan. 

(2) Penempatan alat pembatas kecepatan pada jalur lalu lintas harus 
diberi tanda berupa garis serong dari cat berwarna putih. 

(3) Pemasangan rambu dan pemberian tanda sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dan ayat (2), digunakan untuk memberi peringatan 
kepada pengemudi kendaraan bermotor tentang adanya alat 
pembatas kecepatan di depannya. 

Pasal 6 
(1) Bentuk penampang melintang alat pembatas kecepatan menyerupai 

trapezium dan bagian yang menonjol diatas badan jalan maksimum 
12 cm. 

(2) Penampang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kedua sisi 
miringnya mempunyai kelandaian yang sama maksimum 15%. 

(3) Lebar mendatar bagian atas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
proposional dengan bagian menonjol diatas badan jalan dan 
minimum 15 cm. 

(4) Bentuk dan ukuran alat pembatas kecepatan sebagaimana dalam 
lampiran gambar 1 keputusan ini. 

Pasal 7 
(1) Alat pembatas kecepatan dapat dibuat dengan menggunakan bahan 

yang sesuai dengan bahan dari badan jalan, karet, atau bahan lainnya 
yang mempunyai pengaruh serupa. 

(2) Pemilihan bahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus 
memperhatikan keselamatan pemakai jalan. 

 
Menindaklanjuti aturan dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 

dan terkait dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 1994, 
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maka Pemerintah Kota Pariaman telah mengeluarkan Peraturan Daerah 

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan pada pasal 11 huruf e mengenai Alat Pengendali dan Pengaman 

Pengguna. Dengan dikeluarkan Perda No. 3 Tahun 2017 dapat menjadi 

pedoman oleh masyarakat untuk patuh dan taat akan peraturan lalu lintas 

termasuk mengenai alat pengendali dan pengaman pengguna jalan 

sebagaimana yang disebutkan dalam Perda.  

Dalam rangka menyelenggarakan Undang-undang Dasar 1945, 

efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu 

ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar 

susunan pemerintah dan atau pemerintah daerah, potensi dan 

keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan 

memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada kepala daerah 

disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan 

peraturan daerah (Widjaja, 2005: 37).  

Sebagai produk hukum daerah yang memuat sanksi yang tegas 

terhadap suatu pelanggaran termasuk pelanggaran terhadap pembuatan 

polisi tidur yang tidak sesuai, Perda secara rinci tidak menjelaskan aturan 

tersebut dan pemuatan sanksi tidak dicantumkan dalam perda, tetapi 

perda merupakan turunan dari aturan yang lebih tinggi yaitu Undang-

undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. 

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 jo Peraturan Daerah 

Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2017 tentang lalu lintas dan angkutan jalan 

berbunyi pada Pasal 28 ayat (1) mengatakan bahwa setiap orang dilarang 

melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan atau gangguan 

fungsi jalan (2) setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang 

mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana 
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yang dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) (Undang-undang Lalu lintas dan 

Angkutan jalan, 2015: 20). 

Pemasangan polisi tidur yang melanggar dikenakan ketentuan 

pidana pasal 28 Undang-undang No.22 tahun 2009 ayat (1) dan (2) 

diancam hukuman pidana sebagaimana terdapat pada pasal 274 ayat (1) 

setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan 

dan atau gangguan fungsi jalan sebagaimana di maksud dalam pasal 28 

ayat (1) dipdana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak 

Rp. 24.000.000.00, ayat (2) ketentuan ancaman pidana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang melakukan 

perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi perlengkapan jalan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2)( Undang-undang Lalu 

lintas dan Angkutan jalan, 2015: 128). 

Pada Pasal 275 ayat (1) Setiap orang yang melakukan gangguan 

pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, 

fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan dimaksud dalam 

pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) 

tahun atau denda paling banyak Rp.250.000.000.00 (dua ratus lima puluh 

ribu rupiah). Dan ayat (2) setiap orang yang merusak rambu lalu lintas, 

marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat 

pengaman pengguna jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 

(dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta 

rupiah) (Undang-undang Lalu lintas dan Angkutan jalan, 2015: 128). 

Dengan adanya sanksi yang mengatur seharusnya peraturan 

tersebut harus dipatuhi, akan tetapi pemasangan alat pengendali dan 

pengaman pengguna jalan  yang ditemukan di lingkungan masyarakat 

masih banyak yang tidak sesuai dengan aturan. Sehingga pelanggaran 
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terhadap perda masih sangat tinggi, dengan padatnya penduduk dan 

beragam aktifitas, masyarakat berupaya memasang alat pengendali dan 

pengaman pengguna jalan dengan alat seadanya seperti dari kayu, tali 

kapal dan semen yang di cor dengan ukuran dan penempatan yang tidak 

sesuai, seperti yang penulis temukan di Kota Pariaman, Kecamatan 

Pariaman Utara di Desa Naras 1 dan Naras Hilir. 

Dalam hal ini setiap aturan arus memiliki tujuan yaitu 

mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Pada pemasangan polisi tidur 

tentunya mendatangkan suatu manfaat dan sesuai dengan konsep 

maslahah. Maslahah disini berkaitan dengan kepentingan dan kebaikan 

umat serta tidak merugikan orang lain. Sebagaimana kaidah fiqh yang 

berbunyi sebagai berikut: 

 
 درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan (kejelakan) lebih didahulukan dari pada 

mendapatkan maslahat” (Abd. Rahman Dahlan, 2014:37) 

Disisi lain pemasangan alat  pengendali dan pengaman pengguna 

jalan memang memiliki manfaat bagi pengguna kendaraan, terutama 

kendaraan yang memiliki kecepatan tinggi dapat memperlambat 

kecepatan kendaraannya dan tidak hanya itu keberadaan alat pengendali 

dan pengaman pengguna jalan yang berada di sekitar pemukiman aktifitas 

masyarakat dapat mengantisipasi terjadinya kecelakaan. Akan tetapi 

dengan adanya pemasangan alat pengendali dan pengaman pengguna jalan 

yang tidak sesuai mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Jadi  

meskipun Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2017 ini 

sudah diberlakukan, namun sampai sekarang masih banyak ditemukan 

pelanggaran walaupun sudah ada aturan yang menjelaskan dan sanksi 

yang tegas. Berangkat dari permasalahan yang telah dipaparkan diatas, 
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sehingga penulis bermaksud meneliti tentang EFEKTIVITAS 

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 3 

TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN 

ANGKUTAN JALAN. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, 

maka yang menjadi fokus masalah adalah Bagaimana Efektivitas 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2017 

Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan? 

Untuk mengatasi penyimpangan terhadap pembahasan skripsi ini, 

kiranya penulis perlu merumuskan pertanyaan penelitian. Adapun yang 

menjadi pertanyaan penelitian penulis adalah: 

1. Bagaimana Kejelasan aturan Peraturan Daerah tentang 

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai aturan 

hukum? 

2. Bagaimana peran aparat penegak hukum dalam menjalankan Peraturan 

Daerah tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 11 huruf e? 

3. Bagaimana sarana dan prasarana sebagai Penunjang Peraturan Daerah 

tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Pasal 11 

huruf e? 

4. Bagaimana kesadaran Masyarakat dalam merealisasikan Peraturan 

Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan  Pasal 11 

huruf e? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah:  
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1. Untuk mengetahui Kejelasan aturan Peraturan Daerah tentang 

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai aturan hukum 

pada Pasal 11.  

2. Untuk mengetahui peran aparat penegak hukum dalam menjalankan 

Peraturan Daerah tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 11 

huruf e. 

3. Untuk mengetahui sarana dan prasarana sebagai Penunjang Peraturan 

Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 

11 huruf e. 

4. Untuk mengetahui kesadaran Masyarakat dalam merealisasikan 

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan di Kota Pariaman Pasal 11 huruf e. 

 

1.5 Signifikansi Penelitian  

1. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau 

praktisi hukum atau instansi terkait  tentang Peraturan Daerah Kota 

Pariaman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan. 

2. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang 

sesuai dengan penelitian yang penulis teliti. 

 

1.6 Tinjauan Kepustakaan 

Kepustakaan mengacu pada penyajian laporan penelitian tentang 

penlitian-penelitian serupa yang ada sebelumnya. Dengan tinjauan 

kepustakaan seperti ini, peneliti dapat menempatkan dengan baik posisi 

dan letak penelitiannya di tengah-tengah penelitian sosial yang demikian 

banyaknya, khususnya untuk meyakinkan bahwa dalam penelitian topik 
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yang serupa, masalah yang di pilih belum digarap oleh peneliti yang 

sudah ada (Kasiram, 2008: 45). 

Sejauh pengamatan penulis memang telah ada karya tulis lain yang 

ada kaitannya dengan pembahasan yang akan dibahas yaitu Muhammad 

Akbar, Nim 312.085 Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah, UIN IMAM 

BONJOL PADANG. Judul Skripsi Implementasi UU RI No. 22 tahun 2009 

Tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 25 e ayat (1) tentang alat 

pengendali dan pengaman pengguna jalan di kelurahan Lubuk Buaya 

Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Menurut Fiqh Siyasah. Kesimpulan 

yang dapat diperoleh adalah Penyebab implementasi  UU RI No. 22 Tahun 

2009 pasal 25 e ayat (1) tentang alat pengendali dan pengaman pengguna 

jalan di kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang 

tidak sesuai dengan peraturan yang ada, akibat yang ditimbulkan berupa 

akibat positif dan negative dan menurut perspektif fiqh siyasah aturan 

mengenai alat pengendali dan pengaman pengguna jalan tidak 

mendatangkan kemaslahatan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fawaid, Nim C03207031, judul 

Skripsi Pemasangan alat penghambat jalan polisi tidur di jalan umum 

menurut pasal  25 ayat (1) huruf e UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan dalam  Perspektif Siyasah Syar’iyyah (Studi 

Kasus di Pabrik Kulit Wonocolo, Surabaya). Penelitian yang dilakukan 

oleh Fawaid ini ada beberapa kesimpulan yang dapat diperoleh yaitu 

dilihat dari dampak positif bahwa pemasangan alat penghambat jalan 

dapat mengurangi angka kecelakaan, menurunkan kecepatan dalam 

berkendara dan agar berhati-hati dalam berkendara tidak kebut-kebutan. 

Jika dilihat dari dampak negative bahwa pemasangan alat penghambat 

jalan dapat membahayakan pengguna kendaraan, dapat membuat rusak 

jalan dan membuat kesal pengendara. 
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Dalam penelitian diatas sama-sama membahas mengenai UU RI No. 

22 tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sedangkan 

perbedaan penelitian yang penulis lakukan lebih mengfokuskan pada 

Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 

2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang 

mana daerah tempat penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan 

penelitian-penelitian di atas. Namun pembahasan ini sangat membantu 

penulis dalam memperbanyak bahan bacaan dan literatur-literatur yang 

akan digunakan. 

 

1.7 Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, penelitian 

digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan, mengembangkan, 

menemukan, dan menguji kebenaran. Untuk memecahkan permasalah itu, 

maka diperlukan suatu rencana yang sistematis (Sugiyono, 2008: 2). 

1. Jenis Penelitian Jenis 

 Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan 

sosiologi hukum yaitu suatu jenis penelitian yang dilakukan di suatu 

lokasi di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan gambaran yang 

lengkap (Martono, 2015: 65) tentang Efektivitas Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  

a. Lokasi Penelitian 

Penulis mengambil fokus pada satu Kecamatan di Kota Pariaman, 

Yaitu Kecamatan Pariaman Utara dengan dua Desa yaitu Desa Nareh 

1 dan Nareh Hilir. Karena pada daerah ini penulis menemukan 
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pembuatan alat pengendali dan pengaman pengguna jalan yang tidak 

sesuai, sehingga menimbulkan kecelakaan dan ketidaknyamanan 

dalam menggunakan jalan. 

b. Waktu Penelitian  

Adapun waktu penelitian penulis pada bulan Oktober sampai 

dengan Desember 2019. 

2. Sumber Data  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua 

kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder (Martono, 

2015:66), 

a. Sumber Primer yaitu sekumpulan informasi yang diperoleh 

peneliti langsung dari lokasi penelitian melalui sumber pertama 

(responden atau informan, melalui wawancara) atau melalui hasil 

pengamatan yang dilakukan sendiri oleh peneliti. Sumber dari 

penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kota Pariaman, Satuan 

Polisi Pamong Praja(Satpol PP) Kota Pariaman, Aparat Desa dan 

Masyarakat Desa Naras 1 dan Naras Hilir  Kecamatan Pariaman 

Utara Kota Pariaman.  

b. Sumber sekunder yaitu dinamai sebagai data yang tidak diperoleh 

dari sumber pertama. Dalam hal ini, peneliti berada dalam posisi 

bukan orang pertama yang mengumpulkan data namun 

memanfaatkan data yang telah dikumpulkan pihak lain. Data 

sekunder ini berupa buku, artikel, liputan, makalah dan sumber 

lainnya yang berkaitan dengan Peraturan Daerah. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara (Nawawi, 

1995:63): 

a. Observasi  
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Dimaksud dengan metode observasi adalah metode 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan 

secara langsung ke lokasi objek penelitian untuk melihat dari 

dekat fenomena-fenomena yang terjadi.  Terhadap Efektivitas 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 

2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

b.  Interview (wawancara) 

Dimaksud dengan interview (wawancara) adalah metode 

pengumpulan data dengan cara bertanya langsung pada 

responden untuk mendapatkan informasi. Dimana penulis 

mendatangi langsung tokoh atau informant untuk bertanya 

secara langsung tentang hal-hal yang berkaitan dengan objek 

penelitian. Seperti Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong 

Praja(Satpol PP), Aparat Desa dan Masyarakat Desa Naras 1 dan 

Naras Hilir Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data 

langsung dari penelitian, meliputi catatan, buku panduan, 

peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter serta 

data yang relevan dengan penelitian lainnya. Metode ini 

digunakan untuk melakukan pencatatan dokumen yang 

digunakan sebagai bukti untuk pengujian (Sugiyono, 2001: 84). 

4. Teknik Analisis Data 

Setelah data penelitian terkumpul dianalisis dengan teknik analisis 

deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan apa adanya data dan fakta yang 

diperoleh di lapangan (Idrus, 2007: 125). Data penelitian diolah 

dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan 

kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata 
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sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang 

sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan 

(Sugiyono, 2010: 243). 

Dalam penelitian kualitatif teknik analisis data yang digunakan 

sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau 

menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal.  Penelitian 

kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan 

teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) dan 

dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dapat di 

simpulkan bahwa analisis data merupakan proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan 

data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan 

sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami 

oleh diri sendiri dan orang lain.  Adapun komponen dalam analisis data 

kualitatif adalah Data Reduction (reduksi data), Data Display (penyajian 

data) dan Conclusion Drawing/ verification (Sugiyono, 2010:245). 

 


